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Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat
Alloh SWT Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan
karunia serta hidayahnya, akhirnya buku yang berjudul
“Perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara” ini dapat diselesaikan. Buku ini berisikan hal-
hal pokok yang berkaitan dengan tata cara beracara di
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Banyaknya perkembangan dan kemajuan dalam
sistem penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha
Negara, mendorong penulis untuk menerbitkan buku ini.
Penerbitan buku ini dimaksudkan antara lain untuk
memberikan pemahaman tentang mekanisme
penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam
berbagai macam sengketa yang diselesaikan di
Pengadilan Tata Usaha Negara. Kecuali itu buku ini
dimaksudkan pula sebagai buku ajar di Perguruan
Tinggi.

Disadari, bahwa isi buku ini belumlah sempurna,
akan tetapi mudah-mudahan dapat menjadi pengantar
bagi masyarakat dan mahasiswa untuk memahami lebih

jauh tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
dan Perkembangannya.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan
Ucapan terimakasih kepada para guru-guru saya yang
telah membimbing dan mendorong saya untuk lebih
maju dan terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan
mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.
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Ucapan terimaksil juga penulis sampaikan kepada
Ayahanda H.M. Syarbini (Alm) dan Ibunda Hj. Saenah
(Almh) yang dengan segala  keterbatasan dan
kesehajaannya selalu memberikan keteladanan dalam

mencari  pengetahuan  dan keteladanan  dalam

beraktivitas mempertahankan  kehidupan dengan
mencarikan biaya bagi pendidikan anak-anaknya, serta DAF[AR ISI
selalu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagi

anak-anaknya.
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Pada bagian lain, Van Praag,? mendefinisikan,
peradilan adalah penentuan berlakunya suatu aturan
hukum pada suatu peristiwa yang konkrit, bertalian
dengan adanya suatu perselisihan. Sedangkan
Bellefroid,> mengemukakan, bahwa peradilan adalah
pemutusan perkara dengan penerapan hukum.

Selanjutnya J. Van Kan,* berpendapat, bahwa
peradilan adalah pekerjaan hakim atau badan
pengadilan. Hakim dan pengadilan adalah badan yang
oleh penguasa dengan tegas dibebani tugas untuk
memeriksa gugatan dan badan itu memberikan putusan
hukum.5

Pendapat J. Van Kan tersebut sesuai dengan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 9, 10, 12, 16,
48, 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN), yang pada
pokoknya menentukan, bahwa Hakim dan Peradilan Tata
Usaha Negara serta Pengadilan Tingginya dibentuk
dengan peraturan perundang-undangan dan mempunyai
tugas untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata
Usaha Negara menurut kewenangan yang dimilikinya.

Dari beberapa definisi di atas diperoleh pengertian,
bahwa peradilan harus merupakan suatu lembaga yang
berdiri sediri, yang berfungsi untuk memeriksa dan

2 Van Praag, dalam Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi Dalam
Hukum Pagjak di Indonesia, Eresco, Bandung, 1991, (selanjutnya disebut
Rochmat Soemitro I), hlm. 6.

3 Bellefroid, dalam Ibid., him.7.

4 J. Van Kan, dalam Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan
Perundang-undangannya di  Indonesia sejak 1942 dan  Apakah
Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa indonesa, Liberty, Yogyakarta, 1983,
(Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I), hlm. 12.

5 Lihat juga Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.
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memutus perkara atau perselisihan dengan menerapkan
aturan-aturan hukum.

Dalam kaitannya dengan itu, Rochmat Soemitro,®
mengemukakan, bahwa unsur-unsur yang harus
dipenuhi untuk adanya suatu peradilan yaitu:

1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang
mengikat umum, yang dapat diterapkan pada
suatu persoalan;

2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak;

4. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang
memutuskan perselisihan.

Lebih jauh mengenai unsur-unsur peradilan
tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ad. 1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak.

Dalam setiap peradilan, baik yang merupakan
peradilan perdata maupun peradilan pidana, tentu
terdapat suatu aturan abstrak yang mengikat umum
yang dapat diterapkan. Aturan itu dapat berupa aturan
tertulis yang berbentuk undang-undang , atau dapat
juga berupa aturan tak tertulis yang diakui oleh undang-
undang seperti ketentuan hukum adat. Aturan tersebut
harus sudah ada pada saat akan diterapkannya oleh
petugas. Akan tetapi ada kalanya terhadap suatu
pgrsoalan tertentu tidak ada aturan yang dapat
diterapkan, maka dalam hal demikian hakim mempunyai
tugas untuk menciptakan hukum (rechtschepping),
karena seorang hakim dapat dituntut karena menolak
melakukan peradilan dengan alasan tidak ada peraturan
yang mengaturnya.

Ad. 2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit.

Perselisihan yang dimaksudkan disini adalah
bal'.lwa. mengenai sesuatu hal antara dua orang atau
lebih tidak terdapat persesuaian faham. Perselisihan itu

¢ Rochmat Soemitro I, Op. Cit.

1
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harus ada, artinya memang sudah terjadi dalam praktek.
Di samping itu juga perselisihan itu harus dikemukakan
pada instansi yang berwajib untuk diputuskan.
Pertentangan fahan mengenai sesuatu yang tidak pernah
diajukan didepan pengadilan tidak termasuk dalam
istilah perselisihan yang konkrit.

Ad. 3. Sekurang-kurangnya ada dua pihak.

Untuk dapat dikatakan ada suatu sengketa atau
perselisihan, diperlukan paling sedikit dua pihak. Jika
mengenai suatu soal tertentu pada saat dan keadaan
yang sama ada pendapat yang berlainan antara dua
pihak, maka dikatakan ada suatu perselisihan faham.
Akan tetapi bila dalam diri seseorang terdapat suatu
keragu-raguan tentang peraturan atau ketentuan mana
yang harus diberlakukan untuk sesuatu hal tertentu,
maka hal ini bukanlah suatu perselisihan, melainkan
disebut kebimbangan, karena tidak terdapat adanya dua
pihak.

Ad.4. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang
memutuskanPerselisihan.

Aparatur yang dimaksudkan disini dapat terdiri
dari seorang pejabat atau dapat pula berupa suatu
badan yang terdiri dari pejabat-pejabat. Pejabat itu tidak
selalu hakim atau kekuasaan peradilan (recterlijke
macht), akan tetapi dapat juga seorang pejabat yang
tidak termasuk kekuasaan peradilan, seperti seorang
pegawai biasa ataupun seorang partikelir yang ditunjuk
oleh Undang-Undang untuk melakukan peradilan. Agar
orang-orang yang termasuk pengertian “recterlijke macht’
itu dapat mengadili suatu perkara, mereka harus diberi
wewenang terlebih dahulu, baik dengan Undang-Undang
ataupun dengan kuasa Undang-Undang.

Apabila keempat unsur tersebut di atas telah
dipenuhi, maka akan terdapat adanya suatu peradilan.
Jika demikian, bilamanakah suatu peradilan dapat
disebut Peradilan Tata Usaha Negara ?

' 4 ’ Dr. Kaharudin, SH., MH.,
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Untuk menjawab pertanyaan di atas akan
dikemukakan pendapat dari beberapa sarjana, antara
lain:

Muchsan’ memberikan gambaran, bahwa semua
lembaga peradilan pada dasarnya mempunyai unsur-
unsur yang sama. Namun karena Peradilan Tata Usaha
Negara memiliki sifat-sifat yang khusus, maka untuk
dapat disebut Peradilan Tata Usaha Negara, disamping
syarat-syarat yang harus ada pada peradilan umum,
masih diperlukan syarat-syarat lain yang bersifat
khusus, yakni :

1. Sifat aturan hukum yang diterapkan ;

2. Salah satu pihak yang bersengketa atau kedua belah
pihak adalah alat administrasi Negara.

Adapun pengertian dari “sifat aturan hukum yang
diterapkan” adalah bahwa aturan hukum materiil yang
akan diterapkan haruslah aturan-aturan hukum yang
letaknya didalam lapangan hukum Tata Usaha Negara
dan atau Hukum Administrasi Negara. Dengan
perkataan lain aturan hukum materiil yang akan
diterapkan pada suatu perselisihan yang konkrit terjadi
haruslah aturan hukum yang bersifat ketatanegaraan
atau bersifat ketatapemerintahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “salah satu
pihak atau kedua belah pihak adalah alat Administrasi
Negara” dimana dalam persengketaan tersebut salah
satu pihak atau kedua belah pihak harus alat adinistrasi
Negara atau pejabat pemerintah.

Rochmat Soemitro, 8 juga memberikan dua unsur
tambahan disamping empat unsur peradilan
sebelumnya, yang dijadikan sebagai syarat mutlak untuk
adanya Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

" Muchsan, Peradilan Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1981,
(selanjutnya disebut Muchsan 1), hlm. 15-109.
8 Rochmat Soemitro I, Op. Cit., hlm. 15.

Perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 5 .
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1. Salah satu pihak_.harus administrasi yang menjadi
terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam
batas wewenangnya.

2. Diberlakukannya hukum publik atau Hukum
Administrasi Negara terhadap persoalan yang
digjukannya.

Jika diperhatikan dengan seksama, kedua syarat
yang diajukan oleh Rochmat Soemitro di atas
mempunyai kesamaan dengan dua syarat sebelumnya
yang diajukan oleh Muchsan, namun syarat dari
Rochmat Soemitro memberikan makna yang lebih jelas.

Apabila kedua syarat (unsur) tambahan tersebut
dan empat unsur sebelumnya telah terpenuhi, maka
dapat dikatakan adanya Peradilan Administrasi atau
Peradilan Tata Usaha Negara.

Sjachran Basah, ¢ dalam tulisannya menyetujui
unsur-unsur yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro,
kecuali unsur keenam yang menentukan
diberlakukannya hukum publik (yang mempunyai arti
luas) sebagai alternatif di samping Hukum Administrasi
Negara. Di samping itu, untuk menjamin ditaatinya
hukum materiil, maka diperlukan adanya Hukum
Formal yang kemudian dimasukkan sebagai unsur
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “Adanya Hukum
Formal dalam rangka menerapkan hukum dan
menemukan hukum in concreto untuk menjamin
ditaatinya hukum materiil”.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian,
bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah setiap
bentuk  penyelesaian suatu perbuatan Pejabat
Administrasi Negara yang dipersoalkan oleh warga
masyarakat, instansi masyarakat, badan publik, badan
atau Pejabat Administrasi Negara, yang memenuhi
unsur-unsur sebagai berikut :

9 Sjachran Basah, Eksis‘tensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan
Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, (selanjutnya disebut
Sjahran Basah I), him 44.

‘ 6 Dr. Kaharudin, SH., MH.,
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1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang
mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu
petrsoalan;

2. Adanya sengketa hukum yang konkret yang pada
dasarnya disebabkan oleh ketetapan tertulis
administrasi negara;

3. Adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya
salah satu pihak harus administrasi negara;

4. Adanya badan peradilan yang berwenang
memutuskan sengketa ; dan

5. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan
hukum dan menemukan hukum in concreto untuk
menjamin ditaatinya hukum materill.

Djenal Hoesen Koesoemahatmadja,!®© dengan
mempergunakan instilah Peradilan Administrasi untuk
menyebut Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ada
dua macam peradilan Administrasi, yaitu “Peradilan
Administrasi murni dan Peradilan Administrasi Semu
(quasi)”.

Peradilan Administrasi Murni adalah suatu
peradilan yang telah memenuhi unsur-unsur peradilan
pada umumnya dan ditambah dengan dua unsur khusus
(seperti yang telah diajukan oleh Rochmat Soemitro di
atas). Sedangkan Peradilan Administrasi semu adalah
sebaliknya yaitu semua peradilan yang tidak sepenuhnya
memenuhi syarat-syarat Peradilan Administrasi Murni.
Oleh karena itu akan lebih tepat jika disebut Banding
Administratif.

Perbedaan semacam ini juga terlihat pada
pendapat Kuntjoro Purbopranoto!! yang antara lain
mengemukakan, kalau instansi yang dimaksud itu
merupakan esellon atasan dari pada administrasi

10 Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata
Usaha Negara, jilid 2, alumni, Bandung, 1979. hlm. 230.
' Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata
Penler?ntahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1985,
(selanjutnya disebut Kuntjoro porbopranoto I), him. 89.

Perlcembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
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sendiri, maka hal itu. disebut administratief beroep, dan
jika instansi yang akan memberi keputusan banding itu
di luar instansi pemerintah (bestuur), maka hal itu
disebut administratiefrechtspraak atau peradilan
administrasi.

Sedangkan  Sjachran Basah,'? membedakan
Peradilan administrasi dalam arti luas dan Peradilan
Administrasi dalam arti sempit. Peradilan Administrasi
dalam arti luas mencakup dua golongan yaitu : (a)
Peradilan administrasi murni yang sesungguhnya; dan
(b) Peradilan Administrasi yang tidak sesungguhnya,
atau peradilan administrasi semu. Peradilan administrasi
dalam arti sempit hanya peradilan administrasi murni.

Demikian juga dengan W.F. Prins,!3 membedakan
antara administratieve rechtspraak dan geschillen
besclechting atau quasi rechtspraak. Dikatakan Quasi
rechtspraak apabila wewenang untuk memutuskan
keberatan secara heirarkhis terletak pada instansi yang
lebih atas dari suatu jawatan. Hakim yang memutuskan
sengketa merupakan in de zaak opgesloten dan tidak
buiten partijdig, bila perselisihan tersebut terletak di luar
lingkungan jabatannya.

1. Peradilan Administrasi dalam Arti Sempit (Murni).

Peradilan Administrasi murni adalah suatu
peradilan yang telah memenuhi unsur-unsur peradilan
pada umumnya dan ditambah dengan dua unsur khusus
sebagaimana telah diuraikan di atas. Peradilan
administrasi murni juga oleh Sjachran Basah!4 disebut
Peradilan yang sesungguhnya, yang mengandung
maksud sama dengan apa yang oleh Van Praag disebut
dengan istilah “eigenlijke administratieve rechtspraak’!s,

12 Sjachran Basah I, Op. Cit,, hlm. 37.

13W.F. Prins, Inleiding in het administratief recht van Indonesi, dalam
Ibid., hlm 41.

14 Ibid., hlm 47.

15 M.M. van Praag, Algemeen Nederlands Administratief Recht, A.
Jongbloed & Zoon’s Gravenhage, 1950, hlm. 133.

8 Dr. Kaharudin, SH., MH.,
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atau oleh A.M. Donner dan W.F. Prins dinamakan
“administratieve rechtspraak”.16

S. Prayudi Atmosudirdjo!” menamakan hal tersebut
“peradilan administrasi negara dalam arti sempit”
sedangkan Rochmat Soemitro menyebutnya, “ peradilan
administrasi murni” atau “peradilan administrasi dalam
arti sempit”18,

Menurut A.M. Donner,1® penyelesaian suatu
perselisihan yang dilakukan oleh “zelfstandige colleges”
yang dibentuk untuk maksud itu, atau oleh Hakim biasa
berdasarkan ketentuan undang-undang digolongkan
masuk “administratieve rechtspraak’”, jadi
“administratieve rechtspraak” itu, dapat dijalankan oleh
badan-badan (collegens) yang berdiri sendiri; dan Hakim
biasa.

S. Prayudi Atmosudirdjo2® mengemukakan bahwa
peradilan administrasi negara (arti sempit) dapat
dibedakan atas dua golongan, yaitu:

a. peradilan administrasi;
b. peradilan administratif.

Dinamakan Peradilan Administrasi” dalam hal
penyelesaian sengketa-sengketa “intern” Administrasi
Negara yang pada umumnya akan bersifat persoalan
yurisdiksi, yang dipersengketakan oleh suatu instansi
terhadap instansi lain, dan disebut “Peradilan
Administratif”  bilamana  terjadi  konflik antara

16 A.M. Donner, Nederlands Bestuursrechts, Jilid 1 (algemeen deel), N.
Samson N.V. Alphen aan den Rijn, 1953, him. 135; W.F. Prins; Pengantar
Hukum Administrasi Indonesia, Waltes-Groningen, Jakarta, 1950, hlm 95-98.

17 S.Prayudi Atmosudirdjo : Masalah Organisasi Peradilan
Administrasi Negara, Kertas Kerja, dibukukan oleh BPHN, Simposium
Pferadilan Tata Usaha Negara, Bina Cipta, Bandung, 1977, (selanjutnya
disebut S. Prayudi Atmosudirdjo I), hlm. 67-68.

18 Rochmat Soemitro I, Op. Cit., hlm. 49-50 dan hlm. 121-191.

19 A.M. Donner, Nederlands Bestuursrechts, Jilid I (algemeen deel), N.
Samson N.V. Alphen aan den Rijn, 1953, him. 315-316.

20 S, Prayudi Atmosudirdjo I, Op. Cit, hlm. 69 ; Peradilan
Administrasi, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

12\1833, tahun ke V-1975, (selanjutnya disebut S. Prayudi Atmosudirdjo II), hlm.
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Administrasi Negara-dan seorang atau beberapa orang
warga masyarakat (burger). Peradilan Administratif,
menyelesaikan perkara-perkara ekstern Administrasi
Negara. Artinya : sengketa antara Administrasi Negara
dan pihak luar, yang banyak sekali macam dan
ragamnya’”?!

Jika diperhatikan, pendapat S. Prayudi
Atmosudirdjo di atas, menitik beratkan kepada
penyelesaian perkara-perkara “intern” dan “ekstern”
untuk membedakan antara “peradilan administrasi”
dengan “peradilan administratif”. Istilah “intern” itu
menyangkut para pihak, yaitu antara instansi-instansi
mengenai sengketa yurisdiksi. Sedangkan “ekstern” itu
terdapat apabila pihaknya, adalah warga msyarakat yang
bertentangan dengan administrasi negara mengenai
sengketa yang benar-benar memerlukan peradilan secara
administratif.

S Prayudi Atmosudirdjo?? mengatakan, bahwa
dalam arti sempit, Peradilan Administrasi Negara, adalah
peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara
administrasi negara murni semata-mata, yaitu suatu
perkara yang tidak mengandung pelanggaran hukum
(pidana atau perdata), melainkan suatu persengketaan
(konflik) yang berkisar atau berpangkal pada, atau yang
mengenai interprestasi dari suatu Pasal atau ketentuan
undang-undang dalam arti luas.

Jadi Peradilan administrasi negara dalam arti
sempit hanya menyelesaikan perkara-perkara
administrasi murni semata-mata, yang berupa sengketa
interprestasi (objektivitas dan subjektivitas). atas suatu
Pasal atau ketentuan undang-undang dalam arti luas
dan tidak mencakup onrechtmatige overheidsdaad.

Berbeda dengan S Prayudi Atmosudirdjo, Sjachran
Basah?3 mengatakan, justru onrechtmatige
overheidsdaad yang ditimbulkan oleh beschikking itulah

21 Jbid.
22 S, Prayudi Atmosudirdjo I, hlm. 67-68.
23 Sjachran Basah I, Op. Cit.,, hlm. 53.
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yang ditentang dihadapkan Pengadilan Administrasi,
disebabkan tidak bisa dipisahkan antara sebab dan
akibat, yaitu menginterpretasikan suatu Pasal atau
ketentuan undang-undang dalam arti luas dengan
perbuatan penyelenggaraan administrasi negara
perdasarkan hasil interpretasinya itu. Dalam konteks itu,
maka apabila “sebab” direalisasikan dalam arti
diwujudkan melalui tindakan, sehingga menimbulkan
«gkibat”, maka sebab dan akibat merupakan satu
kesatuan peristiwa. Peristiwa itu merupakan peristiwa
hukum, yang berupa tindakan manusia.?*

Jadi, kaidah hukum memberi akibat hukum kepada
tindakan administrasi negara, yang mengemban
kehendak negara sebagaimana termuat dalam undang-
undang yang akibat tindakannya itu dikehendaki, atau
terdapatnya suatu tindakan hukum dari administrasi
negara.25 Oleh karena itu, yang “diadili” perbuatannya
(kesatuan sebab dan akibat), sehingga antara kedua hal
itu tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti, bahwa
perbuatan administrasi negara merupakan perbuatan
kesatuan dari sebab dan akibat yang menimbulkan
“beschikking”. Kalau “beschikking” itu, menimbulkan
“onrechtmatige overheidsdaad”, maka ditentang
dihadapan Pengadilan Administrasi.26 Dengan demikian,
maka onrechtmatige overheidsdaad yang ditimbulkan
oleh “beschikking” harus diadili oleh Pengadilan
Administrasi.2”

Di lain pihak Rochmat Soemitro,?® menyatakan,
perafiﬂ'an administrasi murni adalah peradilan
administrasi yang telah memenuhi unsur-unsur

" ?* Sudiman Kartohadiprodjo : Pengantar Tata Hukum di Indonesia, PT.
embangunan, Jakarta, 1974, him. 35.
2% Ibid, hlm. 36
L A ; Rochmat Soemitro, Rancangan Undang-undang Peradilan
: nistrasi, [_,aporan Proyek Survey, BPHN, 1978, (selanjutnya disebut
ochmat Soemitro II), hlm. 7
*’Sjachran Basah I, Op. Cit., hlm 55.
®® Rochmat Soemitro II, Op. Cit, hlm. 50 dan hlm. 120 ; lihat R.

S : .
Bantoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Jakarta,
andung, 1979, him. 122-125.
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